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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebagai negara hukum, Indonesia memosisikan supremasi hukum sebagai 

landasan tertinggi dalam tata kelola bernegara. Hal ini menegaskan bahwa segala 

norma hukum yang berlaku wajib ditaati dan dijadikan rujukan utama dalam 

kehidupan berbangsa, serta harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun 

kelompok. 

Prinsip hukum sebagai panglima juga mengukuhkan doktrin 

kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), di mana setiap 

individu diperlakukan sama tanpa memandang latar belakang suku, ras, 

agama, maupun status sosial. Ketentuan hukum ini bersifat mengikat secara 

universal, baik bagi warga negara maupun penyelenggara negara dalam 

menjalankan roda pemerintahan. 

Prinsip Indonesia sebagai Negara Hukum ini termuat dalam Pasal 1 

ayat (3) Konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi yuridis 

lainnya adalah bahwa tatanan bernegara kita harus berdasar hukum baik 
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